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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti 

melengkapi penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan 

menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang di bahas dan akan 

memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua. Ssetelah 

melakukan pembahasan maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini 

yaitu: 

Peran kepemimpinan Camat dalam peningkatan disiplin kerja pegawai 

di Kantor Camat di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sudah dianggap 

baik. Diambil dari pengambilan data dan informan terutama informan 

pegawai. Hampir semua pegawai mengatakan bahwa peran Camat sudah baik 

dalam mempengaruhi pegawai dalam meningkatkat kinerja pegawai. 

Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan 

yaitu: 

1. Peran kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur 

pemerintah di lingkungan kerja Kantor Camat Langgudu Kabupaten 

Bima menunjukkan indikasi lemahnya dukungan kepemimpinan hal 

tersebut dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan Camat dalam 

melaksanakan perannya untuk mempengaruhi  bawahan, sebagai 

motivator, peran antar pribadi, sebagai informasi dan sebagai 

pengambilan keputusan, dapat menumbuhkan kepercayaan dan memacu 
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pegawai untuk meningkatkan kinerja para pegawai yang berada di 

Kantor Camat Langgudu Kabupaten Bima. 

2. Faktor-faktor apa sajayang mendukung dan menghambat perani 

kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah  

di Kantor Camat Kecamatan Langgudu adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung  

 Dengan memberlakukan kebijakan yang membuat dalam 

kedisiplinan kerja pegawai  dukungan staf dan sarana dan prasana kerja, 

serta harus selalu  siap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

dan juga menyediakan cadangan alat yang digunakan guna untuk 

mengantisipasi kerusakan mesin dan alat yang digunakan. 

2. Faktor Penghambat 

kepemimpinan Camat dalam meningkatkan kinerja pegawai masih 

sederhanan dan kurangnya ketegasan pimpinan dalam membuat suatu 

kebijakan dan memberikan ketegasan pimpinan dalam membuat suatu 

kebijakan dan memberikan sansksi kepada pegawai yang melanggar dan 

memantau kinerja pegawai serta harus siap dan sigap dalam menanggapi 

laporan dari masyarakat terkait dengan pelayanan pegawai kepada 

masyarakat dan harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka 

penulis memberikan saran yaitu: 

1. Camat Langgudu bersabar dan mempertahankan sikap didalam 

memberikan arahan dan masukan kepada pegawai agar berjalan lancar 

dan mudah dimengerti oleh pegawai. Dan seharusnya bimbingan dan 

arahan harus dilakukan selalu dengan rutin. Dan dibuatkan aturan yang 

tertulis agar aparat lebih disiplin dalam meningkatkan pekerjaan dan 

tugasnya sebagai pelayanan masyarakat. Dan diharapkan kepada Camat 

Langgudu ketika dalam memberikan teguran lisan maupun tulisan harus 

dengan tegas. Agar tidak pilih kasih netral dan adil didalam memberikan 

perintah. 

2. Harus diadakan lagi pelatihan dan latihan bagi pegawai yang belum bisa 

atau masih kurang terutama dalam bidang administrasi. 

3. Pembinaan diharapkan lebih ditingkatkan lagi dengan memfokuskan 

pada masing-masing bidang pegawai atau menurut skill atau 

kemampuannya. Agar lebih perdalam lagi disiplin kerjanya. 

4. Hendaknya apararat Camat Kecmatan Langgudu dalam melaksanakan 

fungsi sebagai bpenyelenggara pemerintah Kecamatan dapat 

menciptakan Susana kebersamaan dan kekeluargaan saling memberikan 

motivasi dan dedikasi sesame apparat pemerintah kecamatan yang sama-

sama mengemban tugas-tugas abadi masyarakat dan abdi negara. 
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5. Peran aktif masyarakat Kecamatan sangat dibutuhkan bagi pemerintah 

Kecamatan sebab peran serta measyarakat aktif akan lebih 

menumbuhkan kebersamaan sehingga dapat mempercepat peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Dinamika pembangunan senantiasa membawa 

aspirasi dan tuntunan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas 

hidup yang lebih baik, aspirasi dan tuntutan masyarakat itu dilandasi oleh 

hasrat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan khusunya di 

Kecamatan demi mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera 

adil dan makmur. 
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